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BAB 1

PENDAHULUAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2016 merupakan
penjabaran tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011 - 2016. Dokumen
RKPD ini menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Untuk pelaksanaan lebih
lanjut, RKPD ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD
(KU-APBD), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2016.

Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode satu tahun, yang memuat evaluasi
pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan
daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan
kegiatan prioritas daerah. Penyusunan RKPD merupakan amanat dari Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah yang menyebutkan bahwa RKPD adalah
penjabaran dari RPJMD untuk setiap tahun berkenaan. Penyusunan RKPD
Tahun 2016 ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor
11 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 dan tetap
mempertimbangkan dinamika situasi, kondisi dan kebutuhan terkini.
Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang
strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal
sebagai berikut:
1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan
penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah
yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan

tahunan daerah.
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RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja
SKPD).

RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan
Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran
sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).

RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini
dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud

dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2016, dasar hukum yang

dipergunakan adalah sebagai berikut:

1.
2.
3.

10.

11.

12.

13.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang

Negara/Daerah;
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Tahun 2015;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa
Timur Tahun 2014-2019.

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang
Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor
4 Tahun 2012;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan
Nomor 5 Tahun 2012;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
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29. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Pacitan Tahun 2005-2025;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Pacitan Tahun 2011-2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2013.

Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional yang meliputi tahapan, tata cara
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD.
RKPD sebagai penyempurnaan rancangan Renja SKPD memuat program,
indikator kinerja, target capaian, capaian kinerja tahun lalu dan pagu indikatif.
RKPD dijadikan pula sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA),
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (R-APBD) serta penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah yang sekaligus menjadi tolok ukur kinerja Kepala
Daerah. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata
ruang dengan rencana pembangunan daerah.

Gambarl.1

Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah dan SKPD
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Sistematika Dokumen RKPD

Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2016 disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

BAB I

BAB 11

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar
dokumen, sistematika dokumen RKPD serta maksud dan tujuan
penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat
dipahami dengan baik.

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

Menjelaskan gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan

realisasi RPJMD serta permasalahan pembangunan.

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA
PENDANAAN

Memuat arah kebijakan ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan
tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun
rencana dan satu tahun setelah tahun rencana. Selain itu, bab ini juga
menjelaskan arah kebijakan keuangan daerah, proyeksi keuangan
daerah dan kerangka pendanaan. Arah kebijakan keuangan daerah
berisikan uraian kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah
Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan

belanja daerah.

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Pada bab ini mengemukakan perumusan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan
dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak
ditingkat daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka

pendanaan serta indikasi prioritas kegiatan.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Berisi rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun
berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun

rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

PENUTUP
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Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD adalah untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan
antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan. Selain dari
pada itu, penyusunan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2016 juga dimaksudkan
sebagai penjabaran jangka pendek dari tujuan strategis pembangunan daerah
dalam mewujudkan visi misi yang ditetapkan dalam RPJMD. Penyusunan
dokumen ini juga untuk memberikan arahan bagi para penyelenggara
pemerintahan, pelaku pembangunan serta pemangku kepentingan dalam
memahami langkah kerja pemerintah daerah dan menyusun rencana program
kegiatan pembangunan dalam kurun waktu satu tahun.

Sedangkan tujuan dari penyusunan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2016,

diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menyelaraskan skala prioritas program kegiatan pembangunan daerah;

2. Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) maupun
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta sebagai dasar penyusunan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2016;

3. Acuan dan arahan bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD)
tahun 2016.
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